PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 82 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAS| ONAL

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

bahwa dal am rangka neni ngkat kan ki nerja pel aksanaan tugas

per encanaan penbangunan nasi onal jangka panjang, nenengah, dan
rencana kerja penerintah tahunan, naka di pandang perlu nenet apkan
Perat uran Presiden tentang Badan Perencanaan Penbangunan Nasi onal ;

Mengi
1.

2.

ngat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 47,
Tanbahan Lenbaran Negara Republ ik | ndonesia Nonor 4286);
Undang- Undang Nonor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Penbangunan Nasional (Lenbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nonor 104, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 4421);

Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 125,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik [Indonesia Nonmor 4437)
sebagai mana tel ah di ubah dengan Undang-Undang Nonor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- Undang Nonmor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
Menj adi  Undang- Undang (Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Tahun 2005 Nonor 108, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 4548);

Undang- Undang Nonor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Penbangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesia Tahun 2007 Nonor 33, Tanbahan Lenbaran
Negara Republ ik I ndonesia Nonor 4700);

Peraturan Penerintah Nonor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana
Kerja Penerintah (Lenmbaran Negara Republik |ndonesia Tahun
2004 Nonor 74, Tanmbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Nonor 4405);

Peraturan Penerintah Nonor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kenenterian Negaral/ Lenbaga
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 75,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4406);
Peraturan Penerintah Nonor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Pengendal i an dan Eval uasi Pel aksanaan Rencana Penbangunan
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nonmor 96,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik I ndonesi a Nonor 4663);
Peraturan Penerintah Nonor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Penbangunan Nasional (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesia Tahun 2006 Nonor 97, Tanbahan Lenbaran



Negara Republ ik I ndonesia Nonor 4664);

10. Peraturan Presiden Nonmor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kenenterian
Negara Republik I|ndonesia, sebagainana telah beberapa kal
di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor 94 Tahun

2006;
11. Peraturan Presiden Nonmor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organi sasi dan Tugas Eselon | Kenenterian Negara Republik

| ndonesi a, sebagai nana tel ah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nonor 17 Tahun 2007,

MEMUTUSKAN :
Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG BADAN PERENCANAAN PEVMBANGUNAN NASI ONAL
BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Badan Perencanaan Penbangunan Nasional, yang selanjutnya

di sebut BAPPENAS, adal ah Lenbaga Penerintah Non Departenen
yang berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Presi den.
(2) BAPPENAS di pi npi n ol eh seorang Kepal a.

Pasal 2
BAPPENAS nenpunyai tugas mnel aksanakan tugas penerintahan di bi dang
per encanaan penbangunan nasi onal sesuai dengan ket entuan
per at uran per undang- undangan.

Pasal 3

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di naksud dal am Pasal 2,
BAPPENAS nenyel enggar akan fungsi

a. penyusunan Rencana Penbangunan Nasi onal ;

b. koordi nasi dan perunusan kebijakan di bidang perencanaan
penbangunan nasi onal

C. pengkaji an kebijakan penerintah di bi dang perencanaan
penbangunan nasi onal ;

d. penyusunan program penbangunan sebagai bahan penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
di | aksanakan bersanma-sana dengan Departenen Keuangan dan
Ment eri Negara Perencanaan Penbangunan Nasi onal ;

e. koor di nasi , fasilitasi, dan pel aksanaan pencari an
sunber - sunber penbi ayaan dalam dan luar negeri, serta
pengal okasi an dana untuk penbangunan bersanma-sama i nstansi
terkait;

f. koor di nasi kegi atan fungsi onal dal am pel aksanaan tugas
BAPPENAS

g. fasilitasi dan penbi naan t er hadap kegi at an I nst ansi

penerintah di bi dang perencanaan penbangunan nasi onal ;



h. penyanpai an | aporan hasil evaluasi, saran, dan pertinbangan
di bidang tugas dan fungsi nya kepada Presiden;

i penyel enggar aan penbi naan dan pel ayanan adm ni strasi unmum di
bi dang perencanaan unum ket at ausahaan, organisasi dan
t at al aksana, kepegawai an, keuangan, kear si pan, hukum
per | engkapan dan rumah tangga.

BAB | |
ORGANI SAS

Bagi an Kesatu
Susunan Or gani sasi

Pasal 4

BAPPENAS terdiri dari

a. Kepal a;

b. Sekretariat U amg;

C. Deputi Bi dang Sunber Daya Manusi a dan Kebudayaan;

d. Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan;

e. Deputi Bidang Kem skinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil
Menengabh;

f. Deputi Bi dang Ekonom ;

g. Deputi Bi dang Sunber Daya Al am dan Li ngkungan Hi dup

h. Deputi Bi dang Sarana dan Prasarana;

i Deputi Bi dang Pengenbangan Regi onal dan O onom Daerah;

J . Deputi Bi dang Pendanaan Penbangunan;

K. Deputi Bi dang Eval uasi Ki nerja Penbangunan

l.

| nspekt orat Ut ama.

Bagi an Kedua
Kepal a

Pasal 5

Kepala  BAPPENAS dij abat oleh  Menteri Negara Perencanaan
Penbangunan Nasi onal

Pasal 6
Kepal a nenpunyai tugas :
a. mem npi n BAPPENAS  sesuai dengan ket ent uan per at ur an
per undang- undangan;
b. menyi apkan kebi j akan nasi onal dan kebijakan umum sesuai tugas
BAPPENAS;

C. nmenet apkan kebijakan teknis pel aksanaan tugas BAPPENAS yang
menj adi , tanggung j awabnya;

d. menbi na dan nel aksanakan kerjasama dengan instansi dan
organi sasi | ain.



Bagi an Ketiga
Sekretariat U anm

Pasal 7

(1) Sekretariat U ama adal ah unsur penbantu pinpi nan yang berada
di bawah dan bertanggungj awab kepada Kepal a.

(2) Sekretariat U anma dipinmpin oleh Sekretaris Ut ama.

Pasal 8
Sekretariat U ama nenpunyai tugas mnengkoordi nasi kan perencanaan
penbi naan, dan pengendal i an t er hadap progr am kegi at an,
adm ni strasi, dan sunber daya di |ingkungan BAPPENAS.

Pasal 9
Dal am nel aksanakan tugas sebagai nana di maksud dal am Pasal 8,

Sekretariat Ut ama nmenyel enggarakan fungsi :
a. koor di nasi kegi atan di |ingkungan BAPPENAS

b. penyel enggar aan pengel ol aan admi ni strasi unmum unt uk nendukung
kel ancaran pel aksanaan tugas dan fungsi di |ingkungan
BAPPENAS;

C. penyel enggar aan hubungan kerja di bidang adm ni strasi dengan

| enbaga terkait.

Bagi an Keenpat
Deputi Bi dang Sunber Daya Manusi a dan Kebudayaan

Pasal 10

(1) Deputi Bidang Sunber Daya Manusi a dan Kebudayaan adal ah unsur
pel aksana sebagian tugas BAPPENAS di bidang sunber daya
manusi a dan kebudayaan, yang berada di bawah dan bertanggung
j awab kepada Kepal a.

(2) Deputi Bidang Sunber Daya Manusia dan Kebudayaan di pinpin
ol eh seorang Deputi .

Pasal 11

Deputi Bidang Sunber Daya Manusia dan Kebudayaan menpunyai tugas
nmel aksanakan perunusan kebijakan dan pel aksanaan penyusunan
rencana penbangunan nasi onal di bi dang sunber daya manusia dan
kebudayaan.

Pasal 12

Dal am nel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dal am Pasal 11

Deputi Bidang Sunber Daya Manusi a dan Kebudayaan nenyel enggar akan

fungsi

a. pel aksanaan penyusunan perencanaan penbangunan nasional di
bi dang kesehatan dan gizi mnmasyarakat, agama dan pendi di kan
kependudukan, keluarga berencana, penberdayaan perenpuan



kesej ahteraan dan perlindungan anak, serta kebudayaan,
pari wi sata, penuda dan ol ah raga,;

b. koor di nasi dan sinkroni sasi perencanaan penbangunan nasi onal
di bi dang kesehatan dan gi zi masyar akat , agama dan
pendi di kan, kependudukan, keluarga berencana, penberdayaan
per enpuan, kesej ahteraan dan perlindungan anak, serta
kebudayaan, pariw sata, penuda dan ol ah raga;

C. per unusan kebi j akan perencanaan penbangunan nasional d
bi dang kesehatan dan gi zi nasyarakat, agama dan pendi di kan

kependudukan, keluarga berencana, penberdayaan perenpuan
kesej ahteraan dan perlindungan anak, serta kebudayaan,
pariw sata, penuda dan ol ah raga,;

d. penmant auan, eval uasi , dan analisis pelaporan tentang
pel aksanaan perencanaan penbangunan nasional di bi dang
kesehatan dan gi zi masyar akat , agama dan pendi di kan,

kependudukan, keluarga berencana, penberdayaan perenpuan
kesej ahteraan dan perlindungan anak, serta kebudayaan,
pariw sata, penuda dan ol ah raga,;

e. pel aksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan penbangunan
nasi onal di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, agana dan
pendi di kan, kependudukan, keluarga berencana, penberdayaan
per enpuan, kesej ahteraan dan perlindungan anak, serta
kebudayaan, pariw sata, penuda dan ol ah raga.

Bagi an Kel i ma
Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan

Pasal 13

(1) Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan adal ah
unsur pel aksana sebagi an tugas BAPPENAS di bidang politik,
hukum pertahanan dan keamanan yang berada di bawah dan
bertanggung Jawab kepada Kepal a.

(2) Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan, dan Keananan
di pi npi n ol eh seorang Deputi .

Pasal 14

Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan mnenpunyai

t ugas nel aksanakan perunusan kebijakan dan pel aksanaan penyusunan
rencana penbangunan nasional di bidang politik, hukum pertahanan,
dan keamanan.

Pasal 15
Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di maksud dal am Pasal 14,
Deput i Bi dang Politik, Hukum Per t ahanan, dan Keamanan
nmenyel enggar akan fungsi :
a. pel aksanaan penyusunan perencanaan penbangunan nasional di

bi dang hukum dan hak asasi manusi a, pertahanan dan keamanan,
politik dan komuni kasi, serta aparatur negara,;

b. koor di nasi dan sinkroni sasi perencanaan penbangunan nasi onal
di bidang hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan
keamanan, politik dan konuni kasi serta aparatur negara.



C. perunusan kebijakan perencanaan penbangunan nasional di
bi dang hukum dan hak asasi manusi a, pertahanan dan keanmanan,
politik dan komuni kasi, serta aparatur negara,;

d. penmant auan, eval uasi , dan analisis pelaporan tentang
pel aksanaan perencanaan penbangunan nasi onal di bidang hukum
dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan
konmuni kasi, serta aparatur negara;

e. pel aksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan penbangunan
nasi onal di bidang hukum dan hak asasi manusia, pertahanan
dan keamanan, politik dan konuni kasi, serta aparatur negara.

Bagi an Keenam
Deputi Bi dang Kem ski nan, Ket enagakerj aan,
dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 16

(1) Deputi Bidang Kem skinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil
Menengah adal ah unsur pel aksana sebagi an tugas BAPPENAS di
bi dang kem ski nan, ketenagakerjaan dan usaha kecil nmenengah
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepal a.

(2) Deputi Bidang Kem skinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil
Menengah di pi npi n ol eh seorang Deputi .

Pasal 17

Deput i Bi dang Kem ski nan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil
Menengah nenpunyai tugas nel aksanakan perunusan kebijakan dan
pel aksanaan penyusunan rencana penbangunan nasional di bidang
penanggul angan kem ski nan, tenaga kerja, dan pengenbangan
kesenpat an kerja, penberdayaan koperasi dan usaha kecil nenengah
serta perlindungan dan kesej aht eraan nasyar akat .

Pasal 18
Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di maksud dal am Pasal 17,

Deputi Bi dang Kem ski nan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Keci
Menengah nenyel enggar akan fungsi

a. pel aksanaan penyusunan perencanaan penbangunan nasional di
bi dang penanggul angan kem ski nan, tenaga kerj a, dan
pengenbangan kesenpatan kerja, penberdayaan koperasi dan
usaha kecil nenengah, serta perlindungan dan kesejahteraan
masyar akat ;

b. koor di nasi dan sinkroni sasi perencanaan penbangunan nasi onal

di bidang penanggul angan kem skinan, tenaga kerja, dan
pengenbangan kesenpatan kerja, penberdayaan koperasi dan

usaha kecil nenengah, serta perlindungan dan kesejahteraan
masyar akat ;

C. perunusan kebijakan perencanaan penbangunan nasional di
bi dang penanggul angan kem ski nan, tenaga kerja, dan
pengenbangan kesenpatan Kkerja, penberdayaan koperasi dan
usaha kecil nenengah, serta perlindungan dan kesejahteraan

masyar akat ;



(1)

(2)

penmant auan, eval uasi , dan analisis pelaporan tentang
pel aksanaan perencanaan penbangunan nasi onal di bi dang
penanggul angan kem skinan, tenaga Kkerja, dan pengenbangan
kesenpatan kerja, penberdayaan koperasi dan usaha Kkeci
menengah, serta perlindungan dan kesej aht eraan nasyar akat ;

pel aksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan penbangunan
nasi onal di bidang penanggul angan kem ski nan, tenaga kerja,
dan pengenbangan kesenpatan kerja, penberdayaan koperasi dan
usaha kecil nenengah, serta perlindungan dan kesejahteraan
masyar akat .

Bagi an Ket uj uh
Deputi Bi dang Ekonom

Pasal 19

Deputi Bidang Ekonom adal ah unsur pel aksana sebagi an tugas
BAPPENAS di bidang ekonom yang berada di bawah dan
bertanggung j awab kepada Kepal a.

Deputi Bi dang Ekonom di pi npi n ol eh seorang Deputi .

Pasal 20

Deputi Bidang Ekonom nmenpunyai tugas nel aksanakan perunusan
kebi j akan dan pel aksanaan penyusunan rencana penbangunan nasi ona

d

bi dang ekonom .

Pasal 21

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di maksud dal am Pasal 20,
Deputi Bi dang Ekonom nenyel enggarakan fungsi

a.

pel aksanaan penyusunan perencanaan penbangunan nasional di
bi dang perencanaan makro, keuangan negara, jasa keuangan dan
analisis noneter, perdagangan, investasi dan Kkerjasamma
ekonom internasional, serta industri, ilm pengetahuan dan
t eknol ogi (1 PTEK) dan badan usaha mlik negara (BUW);

koor di nasi dan sinkroni sasi perencanaan penbangunan nasi onal
di bidang perencanaan makro, keuangan negara, jasa keuangan
dan analisis noneter, perdagangan, investasi dan kerjasama
ekonom internasional, serta industri, ilm pengetahuan dan
t eknol ogi (1 PTEK) dan badan usaha mlik negara (BUW);

perunusan kebijakan perencanaan penbangunan nasional di
bi dang perencanaan nakro, keuangan negara, jasa keuangan dan
analisis noneter, perdagangan, investasi dan Kkerjasamm
ekonom internasional, serta industri, ilm pengetahuan dan
t eknol ogi (1 PTEK) dan badan usaha mlik negara (BUW);

penmant auan, eval uasi , dan analisis pelaporan tentang
pel aksanaan perencanaan penbangunan nasi onal di bi dang
perencanaan nakro, Kkeuangan negara, jasa keuangan dan
analisis noneter, perdagangan, investasi dan Kkerjasanmm
ekonom internasional, serta industri, ilm pengetahuan dan
t eknol ogi (1 PTEK) dan badan usaha mlik negara (BUW);

pel aksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan penbangunan
nasi onal di bidang perencanaan maekro, keuangan negara, | asa



keuangan dan analisis noneter, perdagangan, investasi dan
kerjasama ekonom i nt ernasi onal , serta industri, il mu
penget ahuan dan teknologi (IPTEK) dan badan usaha mlik
negara (BUW).

Bagi an Kedel apan
Deputi Bi dang Sunber Daya Al am dan Li ngkungan Hi dup

Pasal 22

(1) Deputi Bidang Sunber Daya Al am dan Lingkungan H dup adal ah
unsur pel aksana sebagi an tugas BAPPENAS di bi dang sunber daya
alam dan Lingkungan hidup vyang berada di bawah dan
bertanggung j awab kepada Kepal a.

(2) Deputi Bidang Sunber Daya Al am dan Lingkungan H dup di pi nmpin
ol eh seorang Deputi .

Pasal 23

Deputi Bi dang Sunber Daya Al am dan Li ngkungan H dup nmenpunyai
tugas nel aksanakan perunusan kebijakan dan pel aksanaan penyusunan
rencana penbangunan nasional di bidang sunber daya alam dan
I i ngkungan hi dup.

Pasal 24

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di maksud dal am Pasal 23,

Deput i Bi dang Sunber Daya Alam dan Li ngkungan H dup,

nmenyel enggar akan fungsi :

a. pel aksanaan penyusunan perencanaan penbangunan nasional di
bi dang pangan dan pertani an, kehutanan dan konservasi sunber
daya air, kelautan dan perikanan, sunber daya energi, m neral
dan pertanbangan, serta |ingkungan hidup;

b. koordi nasi dan sinkroni sasi perencanaan penbangunan nasi onal
di bidang pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi
sunber daya air, kelautan dan perikanan, sunber daya energi,
m neral dan pertanbangan, serta |ingkungan hi dup;

C. penyi apan per unusan kebi j akan per encanaan penbangunan
nasional di bidang pangan dan pertanian, kehutanan dan
konservasi Sunber daya air, kelautan dan perikanan, sunber

daya energi, mneral dan pertanbangan, serta |ingkungan
hi dup;
d. penmant auan, eval uasi , dan analisis pelaporan tentang

peni | ai an pel aksanaan perencanaan penbangunan nasional di
bi dang pangan dan pertani an, kehutanan dan konservasi sunber
daya air, kelautan dan perikanan, sunber daya energi, m neral
dan pertanbangan, serta |ingkungan hi dup;

e. pel aksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan penbangunan
nasi onal di bidang pangan dan pertanian, kehutanan dan
konservasi sunber daya air, kelautan dan perikanan, sunber
daya energi, mneral dan pertanbangan, serta |ingkungan
hi dup.



(1)

(2)

Bagi an Kesenbi | an
Deputi Bi dang Sarana dan Prasarana

Pasal 25

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana adal ah unsur pel aksana
sebagi an tugas BAPPENAS di bidang sarana dan prasarana yang
berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Kepal a.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dipinmpin oleh seorang
Deputi .

Pasal 26

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana nenpunyai tugas nmnel aksanakan
perunusan kebijakan dan pel aksanaan penyusunan rencana penbangunan
nasi onal di bi dang sarana dan prasarana.

Pasal 27

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di meksud dal am Pasal 26,
Deputi Bi dang Sarana dan Prasarana nenyel enggar akan fungsi

a.

(1)

pel aksanaan penyusunan perencanaan penbangunan nasional di
bi dang pengairan dan irigasi, transportasi, pernukiman dan
perumahan, energi, t el ekomuni kasi dan |nfornat|ka dan
pengenbangan kerjasana peneri ntah dan swast a;

koor di nasi dan sinkroni sasi perencanaan penbangunan nasi onal
di bidang pengairan dan irigasi, transportasi, pernukiman dan
perumahan, energi, telekomunikasi dan informatika, dan
pengenmbangan kerjasana penerintah dan swast a;

penyi apan per unusan kebi j akan per encanaan penbangunan
nasional di bidang pengairan dan irigasi, transportasi,
per muki man  dan  perunahan, energi, t el ekomuni kasi dan
informati ka, dan pengenbangan kerjasama penerintah dan
swast a;

penmant auan, eval uasi , dan analisis pelaporan tentang
pel aksanaan perencanaan penbangunan nasi onal di bi dang
pengai r an dan irigasi, transportasi, per muki man dan
perumahan, energi, telekomunikasi dan informatika, dan

pengenbangan kerjasana penerintah dan swast a;

pel aksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan penbangunan
nasional di bidang pengairan dan irigasi, transportasi,
per muki man  dan  perunahan, energi, t el ekomuni kasi dan
informati ka, dan pengenbangan kerjasama penerintah dan
swast a.

Bagi an Kesepul uh
Deputi Bi dang Pengenbangan Regi onal
dan G onom Daerah

Pasal 28
Deputi Bi dang Pengenbangan Regi onal dan O onom Daerah adal ah

unsur pel aksana  sebagi an t ugas BAPPENAS  di bi dang
pengenbangan regi onal dan ot onom daerah yang berada di bawah



dan bertanggungj awab kepada Kepal a.
(2) Deputi Bidang Pengenbangan Regional dan Qonom  Daerah
di pi npi n ol eh sebrang Deputi .

Pasal 29

Deputi Bi dang Pengenbangan Regi onal dan O onom Daerah nenpunya
t ugas nel aksanakan perunusan kebijakan dan pel aksanaan penyusunan
rencana penbangunan nasional di bidang pengenbangan regi onal dan
ot onom daer ah.

Pasal 30

Dal am nel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dalam Pasal 29,
Deput i Bi dang Pengenbangan Regi onal dan O onomi Daer ah
nmenyel enggar akan fungsi :

a. pel aksanaan penyusunan perencanaan penbangunan nasional di
bi dang kewi | ayahan, otonom daerah, perekonom an daerah,
serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan;

b. koor di nasi dan sinkroni sasi perencanaan penbangunan nasi onal
di bidang kew | ayahan, otonom daerah, perekononm an daer ah,
serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan;

C. perunusan kebijakan perencanaan penbangunan nasional di
bi dang kewi | ayahan, otonom daerah, perekonom an daerah,
serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan;

d. penmant auan, eval uasi , dan analisis pelaporan tentang
pel aksanaan perencanaan penbangunan nasi onal di bi dang
kewi | ayahan, otonom daerah, perekonom an daerah, serta
per kot aan, tata ruang dan pertanahan;

e. pel aksanaan hubungan kerja di bidang kew | ayahan, otonom
daer ah, perekonom an daerah, serta perkotaan, tata ruang dan
pert anahan.

Bagi an Kesebel as
Deputi Bi dang Pendanaan Penbangunan

Pasal 31

(1) Deputi Bidang Pendanaan Penbangunan adal ah unsur pel aksana
sebagi an tugas BAPPENAS di bi dang pendanaan penbangunan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepal a.

(2) Deputi Bidang Pendanaan Penbangunan dipinpin oleh seorang
Deputii .

Pasal 32
Deputi Bi dang Pendanaan Penbangunan nenpunyai tugas nmnel aksanakan
perunusan kebijakan dan pel aksanaan penyusunan rencana penbangunan
nasi onal di bi dang pendanaan penbangunan.

Pasal 33

Dal am mel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dalam Pasal 32,



Deputi Bi dang Pendanaan Penbangunan nenyel enggar akan fungsi

a. pel aksanaan penyusunan perencanaan penbangunan nasional di
bi dang al okasi pendanaan penbangunan, pendanaan |uar negeri
bil ateral, pendanaan luar negeri nultilateral serta sistem
dan prosedur pendanaan penbangunan;

b. koor di nasi dan sinkroni sasi perencanaan penbangunan nasi onal
di bidang al okasi pendanaan penbangunan, pendanaan | uar
negeri bilateral, pendanaan luar negeri nultilateral serta
si stem dan prosedur pendanaan penbangunan;

C. perunusan kebijakan perencanaan penbangunan nasional di
bi dang al okasi pendanaan penbangunan, pendanaan |uar negeri
bil ateral, pendanaan luar negeri nultilateral serta sistem
dan prosedur pendanaan penbangunan;

d. pemant auan, evaluasi, dan penilaian tentang pel aksanaan
perencanaan penbangunan nasi onal di bi dang pendanaan
penbangunan;

e. pel aksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan penbangunan

nasi onal di bi dang pendanaan penbangunan.

Bagi an Keduabel as
Deputi Bi dang Eval uasi Ki nerja Penbangunan

Pasal 34

(1) Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Penbangunan adalah unsur
pel aksana sebagi an tugas BAPPENAS di bidang eval usi Kkinerja
penbangunan nasional yang berada di bawah dan bertanggung
| awab kepada Kepal a.

(2) Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Penbangunan dipinpin oleh
seorang Deputi .

Pasal 35
Deput i Bi dang Eval uasi Kinerja Penbangunan nenpunyai tugas
nmel aksanakan perunmusan kebi jakan dan pel aksanaan eval uasi ki nerja
penbangunan nasi onal .

Pasal 36

Dal am nel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dalam Pasal 35,
Deputi Bidang Eval uasi Ki nerja Penbangunan nenyel enggar akan fungsi

a. perunusan kebijakan dan koordi nasi pel aksanaan penant auan dan
eval uasi ki nerja penbangunan nasi onal ;
b. pemant auan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program

lintas program prioritas Rencana Kerja Penerintah serta
agenda penbangunan yang di canangkan ol eh Presi den;

C. pel aksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan eval uasi
ki nerj a.



Bagi an Ket i gabel as
| nspekt orat Ut ama

Pasal 37
(1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan yang berada di
bawah dan bertanggung j awab kepada Kepal a.
(2) Inspektorat U ama dipinpin ol eh seorang | nspektur U ama.
Pasal 38

| nspekt or at Utama  menpunyai tugas nel aksanakan pengawasan
fungsi onal terhadap pel aksanaan tugas di |ingkungan BAPPENAS

Pasal 39

Dal am nel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dalam Pasal 38,
| nspekt orat Ut ama nenyel enggar akan fungsi

a. penyi apan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di

I i ngkungan BAPPENAS;
b. pel aksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan

untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepal a;
C. pel aksanaan urusan adm ni strasi | nspektorat Ut ang;
d. penyusunan | aporan hasil pengawasan.

Bagi an Keenpat bel as
Pusat
Pasal 40

(1) Apabila dipandang perlu, di lingkungan BAPPENAS dapat

di bentuk paling banyak 3 (tiga) Pusat sebagai unsur penunjang
tugas pokok, yang berada di bawah dan bertanggung |awab
kepada Kepala , nelalui Sekretaris Ut anma

(2) Pusat dipinpin ol eh seorang Kepal a.

Bagi an Kel i mabel as

Lain-1ain
Pasal 41
Di I i ngkungan BAPPENAS dapat ditetapkan jabatan fungsiona

tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pel aksanaannya dil akukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro,
masi ng-nmasing Biro terdiri dari paling banyak 4 (enpat)
Bagi an dan masi ng-masi ng Bagian terdiri dari paling banyak 3
(tiga) Subbagi an.

(2) Khusus Bagian yang nenangani urusan tata usaha pinpinan
terdiri dari sejunm ah Subbagi an sesuai kebut uhan



(3) Deputi terdiri dari paling banyak 5 (linma) D rektorat,
masi ng-nmasing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (enpat)
Subdi r ekt or at .

(4) Inspektorat Uama terdiri dari paling banyak 2 (dua)
| nspektorat, dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, serta
Kel onpok Jabat an Fungsi onal Auditor.

(5) Pusat terdiri dari paling banyak 4 (enpat) Bidang dan 1
(satu) Subbagian Tata Usaha, masing-nasing Bidang terdir
dari paling banyak 2 (dua) Subbi dang.

BAB | I |
TATA KERJA
Pasal 43
Semua unsur di |ingkungan BAPPENAS dal am nel aksanakan tugasnya
waj i b nenerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi

bai k dalam |ingkungan BAPPENAS nmaupun dalam hubungan antar
i nstansi penerintah bai k pusat nmaupun daer ah.

Pasal 44

Setiap pinpinan satuan organisasi wajib nelaksanakan sistem
pengendal i an intern di |ingkungan masi ng- masi ng yang menungki nkan
ter|l aksananya nekani sne uji sil ang.

Pasal 45

Setiap pinpinan satuan organi sasi bertanggung jawab nem npin dan
mengkoor di nasi kan bawahan masi ng- masi ng dan nenberi kan pengar ahan
serta petunjuk bagi pel aksanaan tugas bawahan.

Pasal 46

Setiap pinpi nan satuan organi sasi waji b nmengi kuti dan nemnat uhi
pet unj uk dan bertanggung j awab pada atasan masi ng- nasi ng serta
menyanpai kan | aporan secara berkal a tepat pada waktunya.

Pasal 47

Dal am nel aksanakan tugas, setiap pinpinhan satuan organi sasi wajib
nmel akukan penbi naan dan pengawasan terhadap satuan organi sasi di
bawahnya.

BAB |V
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTI AN

Pasal 48

(1) Sekretaris Utanma, Deputi dan Inspektur U ama adal ah jabatan
struktural eselon I.a.

(2) Kepala Biro, D rektur, Kepala Pusat dan |nspektur adal ah
j abatan struktural eselon II.a.



(3) Kepala Bagi an, Kepal a Subdirektorat, dan Kepal a Bi dang adal an
j abatan struktural eselon II1.a.

(4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan
struktural eselon IV.a.

Pasal 49

(1) Sekretaris Uama, Inspektur U ama dan Deputi diangkat dan
di ber henti kan ol eh Presiden atas usul Kepal a.

(2) Pejabat Eselon Il ke bawah diangkat dan diberhenti kan ol eh
Kepal a.
BAB V
PEMBI AYAAN
Pasal 50

Segal a biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPPENAS,
di bebankan kepada Anggaran Pendapat an dan Bel anj a Negar a.

BAB VI
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 51

Per at uran pel aksanaan Keputusan Presiden Nonor 103 Tahun 2001
t entang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan O gani sasi,
dan Tata Kerja Lenbaga Penerintah Non Departenen sebagai mana tel ah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor 64
Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nonmor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organi sasi dan Tugas Eselon | Lenbaga Penerintah Non

Depart enen sebagai nana tel ah beberapa kali diubah terakhir dengan
Per at uran Presiden Nonmor 52 Tahun 2005 yang nengat ur nengena
BAPPENAS, nmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan
bel um di ubah dan/atau di ganti dengan peraturan baru berdasar kan
Perat uran Presiden ini.

BAB VI |
KETENTUAN LAI N- LAI' N

Pasal 52

Semua unit organi sasi dan sunberdaya yang ada dili ngkungan
BAPPENAS j uga nel aksanakan tugas dan fungsi Kenenterian Negara

Per encanaan Penbangunan Nasi onal sesuai dengan ket entuan peraturan
per undang- undangan.

Pasal 53

Rincian lebih |anjut nengenai tugas, fungsi, susunan organi sasi
dan tata kerja BAPPENAS ditetapkan ol eh Kepal a BAPPENAS set el ah
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab
di bi dang pendayagunaan aparat ur negara.



BAB VI 1|
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berl akunya Peraturan Presiden ini, nmaka :

a.

Ket ent uan  nengenai BAPPENAS sebagai mana  di atur dal am
Keput usan Presiden Nonor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan O gani sasi, dan Tata Kerja
Lenbaga Penerintah Non Departenen sebagai mana tel ah beberapa
kal i diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor 64 Tahun
2005; dan

Ket ent uan nmengenai Unit Organi sasi dan Tugas Esel on BAPPENAS
sebagai mana di atur dal am Keputusan Presiden Nonor 110 Tahun
2001 tentang Unit O ganisasi dan Tugas Eselon | Lenbaga
Penerintah Non Departenen sebagai mana telah beberapa kali
di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor 52 Tahun
2005, di cabut dan di nyatakan tidak berl aku.

Pasal 55

Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 2007

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
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